BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka oleh karena
itu Standar Harga Satuan Daerah dan Analisis Standar
Belanja perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Standar
Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga ditetapkan
oleh Bupati;

c. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, BUMD dan
BLUD Tahun Anggaran 2024 yang dibiayai dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah, disusun standar harga
satuan dalam bentuk Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang
Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomro 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor (363);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun
2021 tentang Pemutakhiran tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun
2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun
2021 tentang Pemutakhiran tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Cianjur.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

. Belanja Daerah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

. Standar Satuan Harga Barang adalah pedoman pembakuan harga barang

menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam
periode tertentu.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian
hukum dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran
dan pelaksanaan belanja;

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian anggaran belanja memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB III
STANDAR SATUAN HARGA BARANG
Pasal 3

(1) Standar Satuan Harga Barang dalam peraturan bupati ini merupakan
harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran
dan pelaksanaan belanja.

(2) Rincian Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal terdapat jenis barang yang tidak tercantum dalam Standar
Satuan Harga Barang yang telah ditetapkan dengan jenis barang,
spesifikasi dan harga yang lebih rendah, maka dianggap sah selama
termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan
pelaksanaan anggaran serta standar satuan harga yang belum tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen
belanja barang dengan melampirkan survey harga atau peraturan
perundang-undangan terkait.

(2) Usulan komponen jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
ke dalam surat usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
ditandatangani oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

(3) Perubahan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam database Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD
lainnya, yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan Lampiran
Peraturan Bupati Cianjur paling lambat pada akhir tahun anggaran
berjalan.

Pasal 5
Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:
a. produksi dalam negeri/lokal/usaha mikro kecil dan menengah;
b. hemat sumber daya; dan/atau

c. ramah lingkungan.

BAB IV
Ketentuan Peralihan
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 188 ) dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Juni2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
... Pada tanggal 14 Juni2023

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 314




